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Abstrak

Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan jumlah
penduduk yang besar serta dinamika sosial ekonomi yang kompleks. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya tahun 2025, jumlah penduduk Kota Surabaya
diperkirakan mencapai sekitar 3,08 juta jiwa. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah
hingga tingkat kelurahan untuk memiliki data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai
dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan, khususnya dalam upaya pengentasan
kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pendataan
Sustainable Development Goals (SDG’s) yang bertujuan menyediakan basis data
pembangunan yang komprehensif hingga tingkat rumah tangga. Penelitian ini bertujuan
untuk menjelaskan bagaimana peran kelurahan melalui pendataan SDG’s dalam mendukung
upaya pengurangan kemiskinan sehingga tujuan “Kelurahan Tanpa Kemiskinan” dapat
terwujud di Kelurahan Gubeng, Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Selain itu, kelurahan memiliki
kapasitas dalam proses pendataan melalui dukungan sistem informasi, kelembagaan yang
ada, serta sumber daya manusia (SDM) hingga tingkat rumah tangga sehikebarungga data
yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih
efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung program pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: Kelurahan Gubeng, Kemiskinan, Pendataan SGD’s

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan proses yang diarahkan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan
wilayah, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan nilai produksi barang
dan jasa, tetapi juga sebagai kemampuan suatu daerah dalam memperluas kesempatan kerja,
meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta memperbaiki kualitas
hidup penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi idealnya mampu menciptakan pemerataan
manfaat pembangunan, sehingga hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok
masyarakat tertentu, tetapi juga menjangkau kelompok miskin dan rentan. Oleh karena itu,
keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan Produk
Domestik Regional Bruto, tetapi juga perlu dikaitkan dengan sejauh mana pertumbuhan tersebut
mampu menurunkan kemiskinan dan memperkecil ketimpangan sosial ekonomi masyarakat
(Todaro & Smith, 2020).

Pertumbuhan ekonomi dalam prakteknya di suatu wilayah tidak selalu berjalan seiring
dengan pemerataan kesejahteraan. Wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi tetap dapat
menghadapi persoalan ketimpangan pendapatan apabila manfaat pembangunan hanya
terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Ketimpangan pendapatan terjadi ketika distribusi
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pendapatan atau pengeluaran masyarakat tidak merata, sehingga sebagian kelompok memiliki
akses ekonomi yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Kondisi ini dapat dipengaruhi
oleh perbedaan akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, aset produktif, layanan publik,
teknologi, dan peluang ekonomi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi
dan kebijakan fiskal dapat menurunkan kemiskinan, tetapi dampaknya menjadi lebih efektif
apabila disertai dengan pengurangan ketimpangan pendapatan (Agussalim et al., 2024).

Ketimpangan juga perlu dipahami sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan
perubahan sektor ekonomi, urbanisasi, dan perbedaan kapasitas antarwilayah. Dalam konteks
Indonesia, transformasi struktural tidak selalu menghasilkan pemerataan kesejahteraan karena
wilayah yang memiliki basis ekonomi lebih kuat cenderung memperoleh manfaat pembangunan
lebih besar dibandingkan wilayah lain. Perbedaan struktur ekonomi, kualitas sumber daya
manusia, dan akses terhadap infrastruktur dapat memperbesar ketimpangan regional maupun
ketimpangan dalam wilayah perkotaan. Oleh sebab itu, analisis ketimpangan pada tingkat lokal
penting dilakukan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan makro, tetapi
juga memperhatikan distribusi manfaat pembangunan pada masyarakat di tingkat bawah (Halim
et al., 2025).

Selain ketimpangan, kemiskinan juga menjadi persoalan utama dalam pembangunan
wilayah karena berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
dasar. Kemiskinan tidak hanya menunjukkan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan
keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan,
sanitasi, transportasi, dan layanan dasar lainnya. Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan
menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, yaitu kemampuan masyarakat dalam memenubhi
kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan. Komponen kebutuhan makanan dihitung
berdasarkan kebutuhan minimum 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan komponen non
makanan mencakup kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan
transportasi (BPS, 2025).

Kemiskinan di wilayah perkotaan seringkali memiliki karakter yang lebih kompleks karena
berkaitan dengan biaya hidup yang tinggi, keterbatasan akses terhadap hunian layak, pekerjaan
informal, dan ketidakstabilan pendapatan. Kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari jumlah
penduduk miskin, tetapi juga dari kedalaman dan keparahan kemiskinan yang menunjukkan
seberapa jauh kondisi pengeluaran masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Penelitian
mengenai kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa akses energi, infrastruktur, urbanisasi,
pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kedalaman dan
keparahan kemiskinan, sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan perlu disusun secara
multidimensional (Hardi et al., 2025).

Pendekatan multidimensional penting digunakan karena masyarakat miskin seringkali
mengalami keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan secara bersamaan. Masyarakat miskin
tidak hanya menghadapi keterbatasan pendapatan, tetapi juga keterbatasan pendidikan,
kesehatan, perlindungan sosial, kualitas tempat tinggal, dan akses terhadap pekerjaan yang
layak. Dalam konteks rumah tangga, pekerjaan informal dapat meningkatkan kerentanan
ekonomi karena pendapatan yang tidak stabil dan minimnya perlindungan sosial bagi pekerja.
Studi terbaru menunjukkan bahwa pekerjaan informal berkaitan dengan risiko kemiskinan
multidimensional, terutama karena rumah tangga informal lebih rentan mengalami keterbatasan
dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak (Khoiruddin et al., 2025).

Upaya pengurangan kemiskinan juga tidak dapat dilepaskan dari akses masyarakat terhadap
layanan ekonomi dan keuangan. Inklusi keuangan dapat membantu masyarakat miskin
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mengakses tabungan, kredit, asuransi, pembayaran digital, dan layanan keuangan produktif yang
mendukung kegiatan ekonomi rumah tangga. Penelitian pada rumah tangga di Indonesia Timur
menunjukkan bahwa inklusi keuangan berperan dalam menurunkan kemiskinan absolut dan
kemiskinan multidimensional, terutama bagi rumah tangga yang sebelumnya memiliki
keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal (Kadir et al., 2025).

Selain inklusi keuangan, akses teknologi dan internet juga dapat menjadi faktor pendukung
dalam pengurangan kemiskinan. Perluasan akses internet memungkinkan masyarakat
memperoleh informasi, peluang kerja, layanan pendidikan, layanan keuangan digital, serta akses
terhadap pasar yang lebih luas. Namun, manfaat internet tidak selalu merata karena masih
terdapat perbedaan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi, terutama antara
kelompok berpendidikan tinggi dan rendah serta antara wilayah yang memiliki infrastruktur
digital kuat dan lemah. Penelitian mengenai internet dan kemiskinan di Indonesia menunjukkan
bahwa akses internet dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, meskipun
dampaknya berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Yokota et al., 2025).

Kota Surabaya merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di Provinsi Jawa
Timur. Sebagai kota metropolitan, Surabaya memiliki peran strategis sebagai pusat
perdagangan, jasa, industri, pendidikan, pemerintahan, dan aktivitas ekonomi regional.
Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,87 persen, dengan Produk
Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku sebesar Rp830,54 triliun dan Produk
Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan sebesar Rp 513,94 triliun. Capaian tersebut
menunjukkan bahwa Surabaya memiliki basis ekonomi yang kuat dan menjadi salah satu
penggerak utama pembangunan ekonomi di Jawa Timur (BPS Kota Surabaya, 2026).

Meskipun demikian, kuatnya aktivitas ekonomi perkotaan belum sepenuhnya menghapus
persoalan sosial ekonomi. Data BPS Kota Surabaya menunjukkan bahwa jumlah penduduk
miskin di Kota Surabaya pada Maret 2025 tercatat sebesar 105,09 ribu jiwa atau 3,56 persen.
Angka tersebut menurun dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 116,62 ribu jiwa atau 3,96
persen. Namun, keberadaan penduduk miskin tetap menunjukkan bahwa masih terdapat
kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan kota. Selain itu,
garis kemiskinan Kota Surabaya pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp 775.597 per kapita per
bulan, meningkat dibandingkan Maret 2024 sebesar Rp 742.678 per kapita per bulan. Kondisi
tersebut memperlihatkan bahwa pengurangan kemiskinan tetap menjadi agenda penting dalam
pembangunan Kota Surabaya (BPS Kota Surabaya, 2025).

Persoalan ketimpangan juga perlu menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah
perkotaan. Pada tingkat Provinsi Jawa Timur, Gini Ratio September 2025 tercatat sebesar 0,359,
sedangkan Gini Ratio wilayah perkotaan sebesar 0,376. Untuk Kota Surabaya, Gini Ratio tahun
2025 tercatat sebesar 0,369. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan di wilayah
perkotaan masih relevan untuk dianalisis karena dapat mempengaruhi kualitas pertumbuhan
ekonomi, pemerataan pembangunan, dan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi. Dengan
demikian, pertumbuhan ekonomi Surabaya perlu dilihat tidak hanya dari capaian makroekonomi,
tetapi juga dari kondisi kesejahteraan masyarakat pada tingkat wilayah yang lebih kecil (BPS
Provinsi Jawa Timur, 2026).

Pada skala lokal, Kelurahan Gubeng di Kota Surabaya menjadi wilayah yang menarik untuk
dikaji karena memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam. Kelurahan Gubeng terdiri atas
4 RW dan 45 RT, sehingga menunjukkan struktur permukiman perkotaan yang cukup padat dan
kompleks. Keberagaman penduduk berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, dan agama
memperlihatkan bahwa Kelurahan Gubeng memiliki dinamika sosial ekonomi yang dapat
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mempengaruhi kondisi ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.
Analisis pada tingkat kelurahan penting dilakukan karena persoalan sosial ekonomi seringkali
lebih jelas terlihat pada skala mikro dibandingkan pada skala kota secara keseluruhan (BPS Kota
Surabaya, 2017).

Gambar 1. Jumlah penduduk Gambar 2. Peta- kemiskinan

Gambar 1 menunjukkan jumlah penduduk Kelurahan Gubeng, sedangkan Gambar 2
menunjukkan peta kemiskinan di wilayah tersebut. Kedua gambar ini penting untuk memberikan
gambaran awal mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data jumlah penduduk dapat
digunakan untuk memahami beban demografis, potensi sumber daya manusia, dan kebutuhan
pelayanan dasar, sedangkan peta kemiskinan dapat membantu mengidentifikasi wilayah yang
membutuhkan prioritas intervensi kebijakan. Kajian mengenai ketimpangan spasial menunjukkan
bahwa kedekatan wilayah dengan pusat pertumbuhan tidak selalu menjamin pemerataan akses
terhadap layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat, sehingga analisis berbasis wilayah
menjadi penting dalam perencanaan pembangunan lokal (Sjaf et al., 2025).

Sumber Data: DATA DKB SEMESTER | TAHUN 2025

Gambar 3. Jumlah penduduk berdasarkan Gambar 4 Jumlah penduduk berdasarkan
usia pekerjaan

Gambar 3 memperlihatkan komposisi penduduk berdasarkan usia, sedangkan Gambar 4
menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan. Komposisi usia penting untuk
mengetahui struktur penduduk produktif dan nonproduktif, sementara data pekerjaan dapat
menggambarkan sumber pendapatan masyarakat. Apabila sebagian masyarakat bekerja pada
sektor informal atau memiliki pekerjaan dengan pendapatan tidak tetap, maka potensi
kerentanan ekonomi akan semakin tinggi. Kondisi ini sejalan dengan kajian yang menunjukkan
bahwa struktur pekerjaan dan akses terhadap kesempatan ekonomi merupakan faktor penting
dalam memahami kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat (Khoiruddin et al., 2025;
Halim et al., 2025).
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Gambar 5. Jumlah penduduk berdasarkan Gambar 6. Jumlah penduduk berdasarkan
pendidikan agama

Gambar 5 menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, sedangkan
Gambar 6 menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan agama. Data pendidikan penting
karena tingkat pendidikan berhubungan dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses
pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kualitas hidup.
Sementara itu, data agama menggambarkan keberagaman sosial masyarakat yang perlu
diperhatikan dalam perumusan program pembangunan berbasis komunitas. Keberagaman
sosial dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan apabila dikelola melalui pendekatan
partisipatif dan inklusif, terutama dalam pelaksanaan program pengurangan kemiskinan dan
pemberdayaan masyarakat (Nugroho et al., 2021; Surtiari et al., 2024).

Pembangunan wilayah, pengurangan kemiskinan juga membutuhkan dukungan
infrastruktur dan konektivitas. Infrastruktur dapat memperkuat mobilitas masyarakat, membuka
akses terhadap pusat ekonomi, memperluas peluang kerja, dan meningkatkan keterhubungan
antar wilayah. Studi mengenai pembangunan Jembatan Suramadu menunjukkan bahwa
infrastruktur dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, meskipun dampaknya
dapat berbeda antarwilayah dan memerlukan waktu sebelum manfaatnya dirasakan secara
signifikan oleh masyarakat. Temuan ini memperkuat pentingnya kebijakan pembangunan yang
tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan bahwa infrastruktur
benar-benar meningkatkan akses ekonomi masyarakat miskin dan rentan (Herigbaldi et al.,
2025).

Perspektif kebijakan publik, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dapat
dipahami sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai isu yang perlu masuk ke dalam agenda
kebijakan pemerintah. Salah satu pendekatan yang relevan untuk menganalisis proses masuknya
suatu isu ke dalam agenda kebijakan adalah Teori Multiple Streams dari John W. Kingdon. Teori
ini menjelaskan bahwa suatu isu dapat memperoleh perhatian pembuat kebijakan apabila terjadi
pertemuan antara tiga aliran utama, yaitu problem stream, policy stream, dan politics stream
(Kingdon, 2014).

Problem stream berkaitan dengan bagaimana suatu masalah dikenali sebagai persoalan
publik, misalnya melalui data kemiskinan, ketimpangan pendapatan, atau keluhan masyarakat.
Policy stream berkaitan dengan ketersediaan alternatif solusi atau rancangan kebijakan yang
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dianggap layak untuk menjawab masalah tersebut. Sementara itu, politics stream berkaitan
dengan dukungan politik, perhatian pemerintah, opini publik, serta kondisi kelembagaan yang
memungkinkan suatu isu memperoleh prioritas dalam agenda kebijakan. Ketika ketiga aliran
tersebut bertemu, maka terbuka policy window yang memungkinkan suatu masalah masuk ke
dalam agenda kebijakan pemerintah (DeLeo et al., 2024).

Dalam konteks Kelurahan Gubeng, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dapat
diposisikan sebagai bagian dari problem stream karena keduanya menunjukkan adanya
persoalan sosial ekonomi yang perlu diperhatikan dalam pembangunan wilayah. Alternatif
kebijakan seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan program bantuan sosial,
peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja, perluasan inklusi keuangan, serta penguatan
layanan sosial dapat dipahami sebagai bagian dari policy stream. Sementara itu, dukungan
pemerintah kota, pemerintah kelurahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lokal menjadi
bagian dari politics stream yang dapat mendorong isu ketimpangan dan kemiskinan masuk ke
dalam agenda pembangunan yang lebih inklusif. Program penanggulangan kemiskinan di
Indonesia masih menghadapi tantangan ketepatan sasaran, keterpaduan antar program, dan
efektivitas implementasi, sehingga diperlukan perumusan kebijakan berbasis data dan
karakteristik wilayah lokal (Nugroho et al., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis
ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Gubeng, Kota
Surabaya. Penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan kondisi sosial ekonomi masyarakat,
tetapi juga melihat bagaimana isu ketimpangan dan kemiskinan dapat dipahami dalam kerangka
kebijakan publik. Dengan menggunakan Teori Multiple Streams, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman mengenai bagaimana masalah ketimpangan dan kemiskinan di tingkat
kelurahan dapat diidentifikasi, dirumuskan, dan diarahkan menjadi dasar penyusunan kebijakan
pembangunan yang lebih inklusif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, dan pemangku kepentingan dalam menyusun
strategi pembangunan yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat lokal (Kingdon, 2014;
DeLeo et al., 2024).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan
kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan
keterkaitan antara ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi
berdasarkan data sekunder serta kajian teoritis yang relevan. Metode studi literatur digunakan
untuk menelaah berbagai sumber ilmiah dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik
penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai
kondisi sosial ekonomi di Kota Surabaya, khususnya di Kelurahan Gubeng.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari
jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, dokumen kebijakan, publikasi Badan Pusat
Statistik, serta sumber resmi lain yang relevan. Data yang dikaji meliputi informasi mengenai
pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk,
struktur usia, pekerjaan, pendidikan, agama, serta peta kemiskinan di wilayah penelitian.
Penggunaan data sekunder dilakukan karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data
primer secara langsung kepada masyarakat, tetapi berfokus pada penelusuran, pengolahan, dan
interpretasi informasi yang telah tersedia dari sumber yang kredibel.
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Lokasi kajian dalam penelitian ini difokuskan pada Kelurahan Gubeng, Kota Surabaya.
Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik Kelurahan Gubeng sebagai wilayah perkotaan
yang memiliki dinamika sosial ekonomi beragam. Keberagaman tersebut terlihat dari komposisi
penduduk berdasarkan usia, pekerjaan, pendidikan, dan agama, serta adanya sebaran
kemiskinan pada tingkat wilayah. Dengan demikian, Kelurahan Gubeng dipandang relevan untuk
dikaji dalam konteks ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi pada
skala lokal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen atau studi dokumentasi.
Peneliti mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian
melakukan seleksi terhadap sumber yang memiliki relevansi dengan fokus kajian. Sumber yang
digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian topik, keterbaruan data, kredibilitas penerbit, serta
keterkaitannya dengan isu ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi.
Data dari BPS dan sumber resmi digunakan untuk memperkuat gambaran empiris, sedangkan
jurnal ilmiah dan buku referensi digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan pembahasan
akademik.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Analisis dilakukan dengan cara membaca, mengelompokkan, membandingkan, dan
menginterpretasikan data dari berbagai sumber. Tahapan analisis dimulai dari identifikasi data
mengenai kondisi sosial ekonomi Kelurahan Gubeng, kemudian dilanjutkan dengan penelaahan
hubungan antara ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya, hasil analisis dikaitkan dengan teori dan temuan penelitian sebelumnya untuk
memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang dikaji.

Penelitian ini, analisis tidak diarahkan untuk menguji pengaruh secara statistik, melainkan
untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel secara deskriptif berdasarkan data dan literatur
yang tersedia. Oleh karena itu, istilah yang digunakan lebih tepat adalah “keterkaitan” atau
“hubungan konseptual” antara ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pertumbuhan
ekonomi, bukan “pengaruh” dalam makna kausal-kuantitatif. Melalui metode ini, penelitian
diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi
ketimpangan dan kemiskinan di Kelurahan Gubeng serta relevansinya terhadap agenda
pembangunan ekonomi yang lebih inklusif di Kota Surabaya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini diperoleh melalui telaah data sekunder yang bersumber dari publikasi
resmi Badan Pusat Statistik, data Kelurahan Gubeng, dokumen kebijakan pemerintah, serta
artikel jurnal ilmiah yang relevan. Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, analisis
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi,
ketimpangan pendapatan, kemiskinan, serta respons kebijakan publik di Kota Surabaya,
khususnya pada konteks Kelurahan Gubeng. Hasil kajian menunjukkan bahwa Surabaya memiliki
capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, tetapi persoalan ketimpangan dan kemiskinan
masih perlu diperhatikan karena manfaat pertumbuhan belum sepenuhnya tersebar merata
kepada seluruh kelompok masyarakat.

Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di Provinsi Jawa
Timur. Sebagai kota metropolitan, Surabaya memiliki aktivitas ekonomi yang kuat pada sektor
perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan pemerintahan. Berdasarkan data BPS Kota
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Surabaya, perekonomian Surabaya tahun 2025 tumbuh sebesar 5,87 persen, dengan Produk
Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku sebesar Rp830,54 triliun dan Produk
Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan sebesar Rp 513,94 triliun. Data tersebut
menunjukkan bahwa Surabaya memiliki kapasitas ekonomi yang besar dan berperan penting
dalam menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (BPS Kota Surabaya, 2026).

Pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam aktivitas
produksi dan konsumsi masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu
secara otomatis mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks pembangunan,
pertumbuhan ekonomi perlu dikaji bersama indikator sosial lain seperti kemiskinan, ketimpangan
pendapatan, struktur pekerjaan, pendidikan, dan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan, tetapi pengaruh tersebut akan lebih
efektif apabila disertai dengan penurunan ketimpangan pendapatan (Agussalim et al., 2024).

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya perlu dibaca secara lebih kritis.
Pertumbuhan sebesar 5,87 persen menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi kota berkembang,
tetapi keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dinilai dari angka pertumbuhan.
Pembangunan ekonomi yang berkualitas harus mampu menciptakan akses ekonomi yang lebih
luas bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin, pekerja informal, dan rumah tangga rentan.
Apabila pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada sektor atau kelompok tertentu, maka kondisi
tersebut dapat menimbulkan fenomena growth without equity, yaitu pertumbuhan ekonomi yang
tidak diikuti pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Ringkasan hasil kajian data sekunder
Aspek Kajian Temuan Utama Makna Analitis

Pertumbuhan Ekonomi Surabaya tahun 2025 tumbuh 5,87 Surapaya menmiliki !(apasnas ekonomi kuat,
. tetapi tetap perlu dikaitkan dengan
ekonomi Surabaya persen

pemerataan kesejahteraan

Kemiskinan menurun, tetapi masih terdapat
kelompok masyarakat yang belum
sepenuhnya menikmati hasil pembangunan
Kenaikan garis kemiskinan menunjukkan
meningkatnya kebutuhan minimum
masyarakat perkotaan

Kemiskinan Penduduk miskin Maret 2025 sebesar 105,09
Surabaya ribu jiwa atau 3,56 persen

Garis kemiskinan ~ Garis kemiskinan Maret 2025 sebesar
Surabaya Rp775.597 per kapita per bulan

Gini Ratio Jawa Timur September 2025
Ketimpangan Jawa sebesar 0,359; Gini Ratio perkotaan sebesar Ketimpangan masih perlu dicermati, terutama
Timur dan Surabaya 0,376; Gini Ratio Kota Surabaya tahun 2025 dalam konteks wilayah perkotaan

sebesar 0,369
. Penduduk sekitar 13.692 jiwa dengan Struktur sosial ekonomi yang beragam dapat

Kondisi lokal . . . . . 2

keragaman usia, pendidikan, pekerjaan, dan mempengaruhi kondisi kemiskinan dan
Kelurahan Gubeng . .

agama ketimpangan pada tingkat lokal
Kebijakan Program padat karya dan pendataan berbasis Efektivitas kebijakan bergantung pada
pengentasan wilayah digunakan sebagai instrumen ketepatan data, koordinasi lembaga, dan
kemiskinan intervensi pelaksanaan di lapangan

Sumber: BPS Kota Surabaya, BPS Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, dan data
Kelurahan Gubeng, diolah peneliti.

Ketimpangan Pendapatan dan Pemerataan Hasil Pembangunan

Hasil kajian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih menjadi isu penting dalam
pembangunan wilayah perkotaan. Ketimpangan dapat terjadi ketika sebagian masyarakat
memperoleh manfaat lebih besar dari aktivitas ekonomi, sedangkan kelompok lain tetap berada
dalam kondisi pendapatan rendah dan akses ekonomi terbatas. Pada tingkat Provinsi Jawa
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Timur, Gini Ratio September 2025 tercatat sebesar 0,359, sedangkan Gini Ratio wilayah
perkotaan sebesar 0,376. Data BPS juga menunjukkan bahwa Gini Ratio Kota Surabaya tahun
2025 tercatat sebesar 0,369. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan di wilayah perkotaan
masih perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan pembangunan (BPS Provinsi Jawa Timur,
2026).

Ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan dapat dipengaruhi oleh perbedaan akses
terhadap pendidikan, keterampilan, pekerjaan formal, aset ekonomi, modal usaha, serta jaringan
sosial. Masyarakat yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan akses terhadap pekerjaan formal
cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pendapatan stabil. Sebaliknya,
masyarakat dengan pendidikan rendah dan bekerja pada sektor informal lebih rentan mengalami
ketidakstabilan pendapatan. Studi Khoiruddin et al. menunjukkan bahwa pekerjaan informal
berkaitan dengan risiko kemiskinan multidimensional karena pekerja informal umumnya memiliki
pendapatan tidak tetap dan perlindungan sosial yang terbatas (Khoiruddin et al., 2025).

Dalam konteks Surabaya, ketimpangan tidak dapat dilepaskan dari karakter kota sebagai
pusat aktivitas ekonomi. Sektor perdagangan, jasa, industri, dan usaha perkotaan memang
menciptakan peluang ekonomi, tetapi tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama
untuk mengakses peluang tersebut. Sebagian masyarakat mampu masuk ke sektor ekonomi
produktif, sedangkan sebagian lainnya masih bergantung pada pekerjaan informal, usaha kecil,
atau pekerjaan tidak tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu disertai
kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi,
peningkatan akses pendidikan, dan dukungan modal usaha.

Ketimpangan juga dapat dipahami sebagai persoalan struktural. Perubahan struktur
ekonomi dari sektor tradisional menuju sektor modern seringkali menghasilkan manfaat yang
tidak merata karena kelompok masyarakat dengan keterampilan rendah lebih sulit menyesuaikan
diri dengan kebutuhan pasar kerja baru. Penelitian Halim et al. menunjukkan bahwa transformasi
struktural di Indonesia dapat mempengaruhi ketimpangan regional karena wilayah dan kelompok
masyarakat yang lebih siap akan memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan kelompok yang
tertinggal (Halim et al., 2025).

Kondisi Kemiskinan Kota Surabaya dan Kelurahan Gubeng

Hasil telaah data menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kota Surabaya mengalami
penurunan, tetapi belum sepenuhnya hilang. BPS Kota Surabaya mencatat bahwa jumlah
penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 105,09 ribu jiwa atau 3,56 persen. Angka ini
menurun dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 116,62 ribu jiwa atau 3,96 persen. Garis
kemiskinan Kota Surabaya pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp775.597 per kapita per bulan,
meningkat dibandingkan Maret 2024 sebesar Rp742.678 per kapita per bulan (BPS Kota
Surabaya, 2025).

Penurunan angka kemiskinan menunjukkan adanya perkembangan positif dalam
pembangunan sosial ekonomi Kota Surabaya. Namun, kenaikan garis kemiskinan juga
menunjukkan bahwa kebutuhan minimum masyarakat perkotaan semakin meningkat. Kondisi ini
penting diperhatikan karena masyarakat miskin perkotaan menghadapi tekanan biaya hidup yang
relatif tinggi, terutama pada kebutuhan pangan, perumahan, transportasi, pendidikan, dan
kesehatan. Dengan demikian, penurunan persentase kemiskinan tetap perlu diikuti dengan
kebijakan yang mampu meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin.

Pada tingkat lokal, Kelurahan Gubeng menunjukkan kondisi sosial ekonomi yang beragam.
Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian, Kelurahan Gubeng memiliki jumlah
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penduduk sekitar 13.692 jiwa dengan komposisi masyarakat yang bervariasi berdasarkan usia,
pekerjaan, pendidikan, dan agama. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa Gubeng memiliki
karakter sosial ekonomi perkotaan yang kompleks. Meskipun berada di wilayah dengan aktivitas
ekonomi tinggi, masih terdapat kelompok masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi,
khususnya masyarakat yang bekerja pada sektor informal, memiliki pendapatan tidak tetap, atau
memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak.

Kondisi kemiskinan di Kelurahan Gubeng perlu dipahami tidak hanya dari sisi pendapatan,
tetapi juga dari aspek pendidikan, pekerjaan, akses layanan dasar, dan kualitas lingkungan sosial
ekonomi. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung menghadapi keterbatasan
dalam memperoleh pekerjaan formal dan berpendapatan tetap. Sementara itu, masyarakat yang
bekerja pada sektor informal lebih rentan mengalami penurunan pendapatan ketika terjadi
perubahan kondisi ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian Hardi et al. yang menegaskan
bahwa kemiskinan perlu dianalisis melalui aspek kedalaman dan keparahan kemiskinan,
termasuk dengan memperhatikan faktor urbanisasi, ketimpangan pendapatan, infrastruktur, dan
pertumbuhan ekonomi (Hardi et al., 2025).

Dengan demikian, kemiskinan di Kelurahan Gubeng tidak dapat dipahami hanya sebagai
akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi. Permasalahan kemiskinan lebih tepat dipahami sebagai
hasil dari keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pekerjaan layak,
pendidikan, layanan keuangan, serta program pemberdayaan yang berkelanjutan. Oleh karena
itu, kebijakan pengentasan kemiskinan pada tingkat kelurahan perlu diarahkan pada intervensi
yang lebih spesifik berdasarkan kondisi kelompok masyarakat sasaran.

Peran Pendataan SDGs dan Program Pengentasan Kemiskinan

Hasil kajian menunjukkan bahwa pendataan berbasis wilayah memiliki peran penting dalam
mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan. Pendataan Sustainable Development Goals atau
SDGs pada tingkat lokal dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih rinci
mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data yang dikumpulkan hingga tingkat rumah
tangga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok miskin, kelompok rentan, kondisi
pekerjaan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan intervensi kebijakan. Dengan data yang lebih
rinci, kebijakan dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran.

Pendataan SDGs juga dapat memperkuat proses perencanaan pembangunan kelurahan.
Dalam konteks Kelurahan Gubeng, data jumlah penduduk, peta kemiskinan, komposisi usia,
pekerjaan, pendidikan, dan agama dapat digunakan untuk membaca kebutuhan masyarakat
secara lebih spesifik. Data pekerjaan dapat membantu mengidentifikasi kelompok yang
membutuhkan pelatihan kerja atau pemberdayaan usaha. Data pendidikan dapat digunakan
untuk melihat kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, peta
kemiskinan dapat membantu pemerintah menentukan wilayah prioritas intervensi.

Namun, pemanfaatan data dalam kebijakan pengentasan kemiskinan masih menghadapi
beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam
pengelolaan data, belum optimalnya integrasi sistem data antarinstansi, serta koordinasi antar
pemangku kepentingan yang belum sepenuhnya efektif. Penelitian Nugroho et al. menunjukkan
bahwa program pengentasan kemiskinan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal
ketepatan sasaran, keterpaduan program, dan efektivitas implementasi, sehingga perbaikan tata
kelola data menjadi salah satu aspek penting dalam reformasi kebijakan kemiskinan (Nugroho
et al., 2021).
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Salah satu contoh kebijakan yang relevan dengan pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya
adalah Program Padat Karya. Program ini diarahkan untuk memperluas kesempatan Kerja,
meningkatkan pendapatan, memperkuat daya beli, dan memberdayakan masyarakat
berpenghasilan rendah. Pemerintah Kota Surabaya menjelaskan bahwa Program Padat Karya
memiliki skema pemberdayaan masyarakat, termasuk pelibatan keluarga miskin dalam kegiatan
ekonomi dan usaha mikro. Program ini juga dikaitkan dengan penurunan tingkat pengangguran
terbuka dan penurunan angka kemiskinan di Surabaya (Pemerintah Kota Surabaya, 2024).

Program Padat Karya dapat dipahami sebagai bentuk intervensi kebijakan yang berusaha
menjawab keterbatasan akses pekerjaan bagi masyarakat miskin. Dalam jangka pendek,
program ini dapat membantu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Dalam jangka
panjang, program ini perlu diperkuat melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha,
akses permodalan, dan integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya. Penelitian
Kadir et al. menunjukkan bahwa inklusi keuangan dapat membantu menurunkan kemiskinan
absolut dan multidimensional, sehingga program pemberdayaan masyarakat sebaiknya tidak
hanya menciptakan pekerjaan sementara, tetapi juga membuka akses terhadap layanan
keuangan produktif (Kadir et al., 2025).

Selain inklusi keuangan, pemanfaatan teknologi juga dapat mendukung pengentasan
kemiskinan. Akses internet dapat memperluas informasi pekerjaan, pemasaran usaha kecil,
pendidikan, dan layanan keuangan digital. Namun, manfaat teknologi hanya dapat dirasakan
apabila masyarakat memiliki literasi digital dan akses infrastruktur yang memadai. Penelitian
Yokota et al. menunjukkan bahwa penggunaan internet berkorelasi dengan pengurangan
kemiskinan di Indonesia, tetapi dampaknya dapat berbeda antara wilayah perkotaan dan
pedesaan serta antar kelompok masyarakat (Yokota et al., 2025).

Hubungan Ketimpangan, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil kajian, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi
memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pertumbuhan ekonomi dapat membuka peluang kerja
dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sangat
bergantung pada pemerataan akses terhadap peluang ekonomi tersebut (Hamza, 2022;
Ernawati, 2022). Jika pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, maka ketimpangan
pendapatan akan tetap tinggi dan sebagian masyarakat tetap berada dalam kemiskinan. Dengan
demikian, pertumbuhan ekonomi tidak selalu cukup untuk mengurangi kemiskinan apabila tidak
diikuti pemerataan distribusi hasil pembangunan (Aprilianti, 2022).

Ketimpangan pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena tidak semua
masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya produktif (Chaerul, 2023).
Masyarakat miskin atau rentan seringkali memiliki keterbatasan dalam memperoleh pendidikan,
keterampilan, modal, pekerjaan layak, dan layanan dasar. Keterbatasan tersebut menyebabkan
rendahnya produktivitas masyarakat, sehingga kontribusi mereka terhadap kegiatan ekonomi
juga terbatas (Ernawati, 2022). Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi kualitas
pertumbuhan ekonomi wilayah (Hamza, 2022).

Kemiskinan juga berdampak terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas
ekonomi. Rumah tangga miskin cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar,
sehingga memiliki ruang terbatas untuk meningkatkan pendidikan, keterampilan, atau usaha
produktif. Akibatnya, masyarakat miskin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan apabila tidak ada
intervensi kebijakan yang tepat. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pembangunan ekonomi
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harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan pertumbuhan, tetapi juga pada penciptaan
kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Dalam konteks Kelurahan Gubeng, hubungan antara ketimpangan, kemiskinan, dan
pertumbuhan ekonomi terlihat dari adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Wilayah ini berada di tengah aktivitas ekonomi Kota Surabaya, tetapi masih memiliki kelompok
masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
kedekatan dengan pusat ekonomi tidak selalu menjamin pemerataan kesejahteraan. Penelitian
Sjaf et al. menegaskan bahwa ketimpangan spasial dapat terjadi ketika akses terhadap layanan,
infrastruktur, dan peluang ekonomi tidak tersebar secara merata, sehingga analisis berbasis
wilayah menjadi penting dalam pembangunan lokal (Sjaf et al., 2025).

Oleh karena itu, hasil kajian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya
rendahnya pertumbuhan ekonomi, melainkan belum optimalnya pemerataan manfaat
pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi Surabaya yang relatif tinggi perlu diimbangi dengan
kebijakan yang mampu memperkuat kapasitas masyarakat miskin dan rentan. Kebijakan tersebut
dapat mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, perluasan akses usaha mikro,
penguatan perlindungan sosial, dan pemanfaatan data kemiskinan yang lebih akurat.

Analisis Kebijakan dengan Pendekatan Multiple Streams

Hasil pembahasan juga dianalisis menggunakan Teori Multiple Streams dari John W.
Kingdon. Teori ini menjelaskan bahwa suatu isu dapat masuk ke dalam agenda kebijakan apabila
terjadi pertemuan antara tiga aliran utama, yaitu problem stream, policy stream, dan politics
stream. Dalam penelitian ini, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Kelurahan Gubeng
dapat dipahami sebagai bagian dari problem stream karena keduanya menunjukkan adanya
persoalan sosial ekonomi yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Problem stream terlihat dari masih adanya penduduk miskin di Kota Surabaya, adanya
ketimpangan pendapatan, serta keberagaman kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan
Gubeng. Data kemiskinan, Gini Ratio, struktur pekerjaan, dan peta kemiskinan menjadi indikator
bahwa persoalan tersebut bukan hanya bersifat individual, tetapi merupakan masalah publik yang
memerlukan intervensi kebijakan. Dengan demikian, data sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini berperan penting dalam membuktikan keberadaan masalah dan memperkuat dasar
penyusunan kebijakan.

Policy stream terlihat dari adanya berbagai alternatif kebijakan yang dapat digunakan untuk
mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Alternatif tersebut mencakup pendataan SDGs,
program padat karya, pemberdayaan usaha mikro, pelatihan kerja, bantuan sosial, peningkatan
akses pendidikan, serta perluasan inklusi keuangan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa
pemerintah sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen untuk mengatasi permasalahan sosial
ekonomi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan sasaran, kualitas data,
integrasi program, dan kapasitas pelaksanaan di tingkat lokal.

Politics stream berkaitan dengan dukungan politik, komitmen pemerintah daerah, serta
koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Surabaya,
komitmen pemerintah daerah terlihat dari pelaksanaan berbagai program pengentasan
kemiskinan, termasuk Padat Karya dan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya program, tetapi juga oleh
kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan data, mengoordinasikan perangkat daerah,
dan memastikan bahwa program benar-benar menjangkau kelompok sasaran.
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Pertemuan antara problem stream, policy stream, dan politics stream membuka peluang
terbentuknya policy window. Dalam konteks Kelurahan Gubeng, policy window dapat terbuka
ketika data kemiskinan dan ketimpangan tersedia, alternatif kebijakan telah disiapkan, dan
pemerintah memiliki komitmen untuk melakukan intervensi. Momentum ini perlu dimanfaatkan
untuk merumuskan kebijakan pembangunan lokal yang lebih tepat sasaran, terutama melalui
penguatan pendataan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses masyarakat terhadap
layanan dasar.

Secara kritis, hasil pembahasan menunjukkan bahwa persoalan ketimpangan dan
kemiskinan di Kelurahan Gubeng tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pertumbuhan ekonomi,
tetapi lebih banyak berkaitan dengan ketidakmerataan distribusi hasil pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang relatif tinggi belum sepenuhnya menjamin bahwa
seluruh masyarakat memperoleh manfaat yang sama. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi
perlu diarahkan pada model pertumbuhan inklusif yang mampu memperluas kesempatan kerja,
meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, memperkuat perlindungan sosial, dan
mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat.

Tantangan utama dalam pengentasan kemiskinan bukan hanya ketersediaan program, tetapi
juga efektivitas implementasi di lapangan. Kurangnya integrasi data, keterbatasan kapasitas
kelembagaan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, dan belum optimalnya
pemanfaatan data SDGs dapat mengurangi efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan
pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi melalui penguatan data sosial ekonomi,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses pekerjaan layak, serta perbaikan
tata kelola kebijakan publik. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pengentasan kemiskinan di
Kelurahan Gubeng diharapkan tidak hanya bersifat bantuan sementara, tetapi juga mampu
mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota
Surabaya, termasuk di Kelurahan Gubeng, menunjukkan perkembangan yang cukup baik.
Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan
masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya ketimpangan pendapatan dan kelompok
masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Gubeng
yang beragam, terutama dalam aspek pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap peluang
ekonomi, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif.

Pendataan SDGs menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pengentasan
kemiskinan karena mampu menyediakan data yang lebih rinci hingga tingkat rumah tangga.
Namun, pemanfaatan data tersebut masih perlu dioptimalkan agar tidak hanya menjadi
pelengkap administrasi, tetapi benar-benar digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang
tepat sasaran. Dalam perspektif kebijakan publik, ketimpangan dan kemiskinan di Kelurahan
Gubeng telah menjadi isu yang perlu ditangani melalui kebijakan yang terarah, konsisten, dan
berbasis data. Pemerintah daerah perlu memperkuat pemerataan hasil pembangunan melalui
peningkatan akses pendidikan, pelatihan kerja, pekerjaan layak, dan pemberdayaan ekonomi
bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, integrasi data antar instansi, peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan
masyarakat perlu diperkuat agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber sehingga belum mampu
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menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Gubeng secara lebih mendalam
berdasarkan data primer. Selain itu, penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif besarnya
pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh
karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau
metode campuran (mixed methods) dengan memanfaatkan data primer melalui survei atau
wawancara sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara
pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan.
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